
 

 

 

WALIKOTA MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR   8   TAHUN 2017 

TENTANG 

PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN RETRIBUSI 

IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MADIUN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, keamanan, 

ketentraman, dan ketertiban serta kehidupan moral 

masyarakat di Kota Madiun sebagai akibat buruk 

konsumsi minuman beralkohol, perlu adanya 

pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02          

Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan 

Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga 

perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran 

Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat 

Penjualan Minuman Beralkohol; 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar 

dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang 

Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 2469); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209);  

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866);  

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063);  
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234);  

10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3274); 

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5512); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang 

Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4402);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982  

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3244); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 

Label dan Pangan (Lembaran Negara Republik   Indonesia 

1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3867); 

16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern; 

17. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 

86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras; 

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 

1516/A/SK/V/1981 tentang Anggur dan Sejenisnya serta 

Penggunaan Ethanol dan Obat Sejenisnya;  

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :                  

20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan 

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor : 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan 

Penjualan Minuman Beralkohol; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6      

Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan 

Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur   

Nomor 42) 

23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN 

dan 

WALIKOTA MADIUN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL 

DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN 

BERALKOHOL. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Madiun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 

3. Walikota adalah Walikota Madiun. 

4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota 

Madiun. 

5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan 

Usaha Mikro Kota Madiun. 

6. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas 

Perdagangan Kota Madiun. 

7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro adalah Kepala 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun. 

8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung 

etil alcohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari 

bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat 

dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi 

tanpa destilasi. 
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9. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman 

beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-

temurun yang dikemas secara sederhana dan 

pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta 

dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau 

upacara keagaman. 

10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan 

atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara 

Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik 

Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau 

bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha 

perdagangan Minuman Beralkohol. 

11. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan 

menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh 

distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual 

langsung untuk diminum ditempat. 

12. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut 

Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman 

Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk 

kemasan di tempat yang telah ditentukan. 

13. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum 

di tempat, yang selanjutnya disebut Penjual Langsung, 

adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol 

kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di 

tempat yang telah ditentukan. 

14. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 

dibidang pariwisata. 

15. Minimarket, Supermarket, Hypermarket dan Pusat 

Perkulakan adalah tempat sebagaimana ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan di bidang Toko 

Modern. 

16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat 

SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan 

kegiatan usaha perdagangan. 

17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman  Beralkohol yang 

selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk 

dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan 

khusus minuman beralkohol untuk pengecer dan penjual 

langsung. 
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18. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol 

golongan A yang selanjutnya disebut SKPL adalah Surat 

Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman 

Beralkohol golongan A. 

19. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, 

yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk 

penjualan minuman beralkohol yang diberikan 

Pemerintah Daerah. 

20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, badan yang 

menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 

Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

22. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu 

dibidang  retribusi daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan  yang berlaku. 

23. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah. 

24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak atau 

retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang 

terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi 

kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta 

pengawasan penyetorannya. 

25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain 

ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk 

oleh Walikota. 

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang 

terutang. 
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27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keterangan 

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar 

dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 

terutang. 

28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan 

retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga               

dan/atau denda. 

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 

30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah 

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang 

retribusi daerah yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya. 

 

BAB II 

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL 

Pasal 2 

 

(1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan 

sebagai berikut:  

a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman 

beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) diatas 0% 

(nol persen) sampai dengan 5% (lima persen);  

b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman 

beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 

5% (lima persen) sampai dengan 20%  (dua puluh 

persen); dan  
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c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman 

beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 

20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima 

puluh lima persen). 

(2) Jenis dan produk minuman beralkohol yang dapat dijual 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

 

BAB III 

PEREDARAN DAN PENJUALAN 

Pasal 3 

 

(1) Setiap orang perorangan dilarang untuk 

mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman 

beralkohol. 

(2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau 

memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak 

dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

 

Penjualan minuman beralkohol dilakukan dengan cara: 

a. Penjualan Langsung; dan/atau  

b. Penjualan eceran. 

                       

 Pasal 5 

 

(1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung 

ditempat hanya dapat dijual di: 

a. Hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5; 

b. Restoran bintang 2 dan bintang 3;atau 

c. Bar termasuk Pub dan Klab Malam. 

(2) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A secara eceran 

hanya dapat dijual oleh pengecer pada: 

a. Supermarket; atau 

b. Hypermarket;  
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Pasal 6 

 

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 5 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah 

berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan 

dengan menunjukkan Kartu Identitas yang berlaku kepada 

petugas/pramuniaga.  

 

Pasal 7 

 

(1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol 

dengan menyediakan tempat khusus atau tersendiri dan 

tidak dicampur bersama dengan produk lainnya. 

(2) Pengecer wajib menyediakan kasir tersendiri untuk 

konsumen Minuman Beralkohol. 

(3) Pengecer wajib melarang konsumen Minuman Beralkohol 

yang meminum langsung di lokasi penjualan. 

 

Pasal 8 

 

(1) Pada setiap kemasan minuman beralkohol golongan B 

dan golongan C yang beredar dan dijual di wilayah 

daerah wajib dilengkapi dengan label. 

(2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf 

latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan 

mengenai : 

a. nama produk; 

b. kadar Alkohol; 

c. daftar bahan yang digunakan; 

d. berat bersih atau isi bersih; 

e. nama dan alamat perusahaan yang memproduksi 

dan/atau perusahaan yang mengimpor; 

f. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa; 
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BAB IV 

KEGIATAN YANG DILARANG 

Pasal 9 

 

(1) Setiap orang dilarang: 

a. memproduksi, mengedarkan dan/atau menjual 

minuman beralkohol tradisional di Daerah; 

b. meminum minuman beralkohol di tempat umum; 

c. memasok, mengedarkan, dan/atau menjual minuman 

beralkohol tanpa memiliki izin. 

(2) Pengecer atau Penjual Langsung dilarang 

memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau 

tempat yang berdekatan dengan: 

a. gelanggang remaja, terminal, stasiun, kios-kios kecil, 

penginapan remaja dan bumi perkemahan; 

b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan 

permukiman; 

c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh 

Walikota. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak dari tempat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 

Peraturan Walikota. 

 

BAB V 

KETENTUAN PERIZINAN 

Pasal 10 

 

(1) Walikota berwenang menerbitkan SIUP-MB golongan B 

dan golongan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung. 

(2) SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk Pengecer dan 

Penjual Langsung, berlaku untuk setiap satu gerai atau 

outlet. 

(3) Kewenangan penerbitan SIUP-MB golongan B dan 

golongan C, berada pada Menteri yang dalam 

pelaksanaannya dilimpahkan kepada Walikota 

menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual 

Langsung di wilayah kerjanya.  
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(4) Walikota melimpahkan penerbitan SIUP-MB golongan B 

dan golongan C kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha 

Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(5) Permohonan SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk 

Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol 

disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha 

Mikro. 

(6) Permohonan SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk 

Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat dilakukan 

oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, 

perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan 

dokumen persyaratan dan menunjukan asli: 

a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan 

pengesahan badan hukum dari Pejabat yang 

berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan 

pemohon berbentuk Perseroan Terbatas); 

b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub 

Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung; 

c. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang 

berwenang; 

d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 

e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 

f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung 

Jawab Perusahaan;  

h. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 

berwarna 2 (dua) lembar; dan 

i. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai 

(NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang 

SIUP-MB; 

(7) Walikota menerbitkan SIUP-MB golongan B dan golongan 

C untuk pengecer dan/atau penjual langsung paling lama 

5 (lima) Hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat 

Permohonan secara lengkap dan benar.  
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(8)  Dalam hal surat  permohonan  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) belum lengkap dan benar, 

Walikota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 

paling lama 3 (tiga) hari  kerja terhitung sejak  tanggal 

diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang 

bersangkutan  disertai alasannya. 

(9) SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk pengecer 

dan/atau penjual langsung, berlaku sesuai dengan surat  

penunjukan, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

tahun dan dapat diperpanjang tanpa dipungut retribusi. 

(10) Perpanjangan SIUP-MB golongan B dan golongan C 

untuk pengecer dan/atau penjual langsung: 

a. dilakukan paling lama satu bulan sebelum masa  

berlakunya berakhir; dan 

b. mengembalikan asli SIUP-MB untuk pengecer 

dan/atau penjual langsung, kepada pejabat penerbit. 

(11) Pengecer, dan Penjual Langsung yang mengalami 

perubahan data dan/atau informasi yang tercantum   

pada SIUP-MB, wajib mengganti SIUP-MB, dengan 

melampirkan dokumen data pendukung  perubahan. 

(12) Walikota dapat melimpahkan penerbitan izin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Koperasi dan Usaha Mikro.  

 

BAB VI 

RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal 11 

 

Setiap pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol 

di suatu tempat tertentu dipungut retribusi dengan nama 

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 
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Pasal 12 

 

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas 

pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman 

beralkohol di suatu tempat tertentu. 

 

Pasal 13 

 

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 

memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol. 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi 

Tertentu. 

 

Bagian Kedua 

Golongan Retribusi 

Pasal 14 

 

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol termasuk 

golongan Retribusi Perizinan Tertentu. 

 

Bagian Ketiga 

Masa Retribusi 

Pasal 15 

 

Masa Retribusi berlaku untuk 1 (satu) kali pembayaran 

selama kegiatan usahanya masih berlangsung. 

 

Bagian Keempat 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 16 

 

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi 

pengendalian dan pengawasan tempat dan dampak negatif dari 

pemberian izin tersebut dan tempat penjualan minuman 

beralkohol. 
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Bagian Kelima 

Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan  

Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal 17 

 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif  retribusi 

ditetapkan didasarkan pada tujuan untuk menutup 

sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian 

izin minuman beralkohol. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen 

izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, 

peñatausahaan, dan biaya dampak negatif dari 

pemberian izin tersebut. 

 

Bagian Keenam 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal 18 

 

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penjualan 

Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut:  

a. Bar termasuk Pub dan Klab Malam, sebesar                    

Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);  

b. Hotel berbintang 3, berbintang 4 dan berbintang 5, 

sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta 

rupiah);  

c. Restoran berbintang 2 dan berbintang 3 sebesar                            

Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).  

d. Supermarket dan Hypermarket, sebesar Rp. 75.000.000,00 

(tujuh puluh lima juta rupiah). 

 

Bagian Ketujuh 

Peninjauan Tarif 

Pasal 19 

 

(1)  Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 

sekali. 
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(2)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga 

dan perkembangan perekonomian. 

(3)  Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota. 

 

Bagian Kedelapan 

Wilayah Pemungutan 

Pasal 20 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah. 

 

Bagian Kesembilan 

Tata Cara Pemungutan 

Pasal 21 

 

(1)  Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

(2)  Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan 

kartu langganan. 

(3)  Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat 

pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan 

sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang 

tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 

menggunakan STRD. 

(4)  Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud 

pada  ayat (3) didahului dengan Surat Teguran. 

(5)  Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur 

dalam Peraturan Walikota. 

 

Bagian Kesepuluh 

Keberatan 

Pasal 22 

 

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan 

hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas 

SKRD. 
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(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, 

kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan 

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 

keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar 

kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 

membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan 

Retribusi. 

 

Pasal 23 

 

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 

sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi 

keputusan atas keberatan yang diajukan dengan 

menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, 

bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan 

oleh Walikota. 

(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa 

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau 

menambah besarnya retribusi yang terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu 

keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 

dikabulkan. 

 

Pasal 24 

 

(1)  Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi 

dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 

2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua 

belas) bulan. 
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(2)  Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 

diterbitkannya SKRDLB. 

 

Bagian Kesebelas 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi 

Pasal 25 

 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi 

dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada 

Walikota. 

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 

bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada     

ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan 

suatu keputusan, permohonan pengembalian 

pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB 

harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 

(satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi 

lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 

melunasi terlebih dahulu utang Retribusi. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota 

memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 

pembayaran Retribusi. 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Walikota. 
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Bagian Keduabelas 

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan 

Retribusi 

Pasal 26 

 

(1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan 

dan pembebasan Retribusi. 

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 

memperhatikan keuangan Wajib Retribusi. 

(3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan 

retribusi diatur dalam Peraturan Walikota. 

 

Bagian Ketigabelas 

Kedaluwarsa Penagihan 

Pasal 27 

 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika 

Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang 

Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tertangguh jika: 

a.  diterbitkan Surat Teguran; atau 

b.  ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, 

baik langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan 

dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran 

tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi 

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 

utang Retribusi dan belum melunasinya kepada 

Pemerintah Daerah. 
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(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 

Wajib Retribusi. 

 

Pasal 28 

 

(1)  Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa 

dapat dihapuskan. 

(2)  Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 

Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(3)  Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah 

kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota. 

 

Bagian Keempatbelas 

Instansi Pemungut 

Pasal 29 

 

Instansi Pemungut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro.  

 

BAB VII 

PEMERIKSAAN 

Pasal 30 

 

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam 

rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan 

retribusi. 

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau 

catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan objek 

Retribusi yang terutang; 
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b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 

ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan 

guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan 

Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota. 

 

BAB VIII 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 31 

 

(1)  Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat 

diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2)  Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada          

ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

(3)  Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Walikota. 

 

BAB IX 

PEMBINAAN 

Pasal 32 

 

(1) Pembinaan dilakukan oleh Tim Pembinaan Terpadu. 

(2) Tim Pembinaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari unsur-unsur: 

a. Dinas Perdagangan; 

b. Dinas Tenaga Kerja; 

c. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana; 

d. Satuan Polisi Pamong Praja; 

e. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan 

Olah Raga; 

f. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro; 

g. Perangkat Daerah terkait lainnya.    
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(3) Dalam pelaksanaan pembinaan, Tim Pembinaan Terpadu 

dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur 

pendukung. 

(4) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

(5) Pembiayaan Kegiatan Tim Pembinaan Terpadu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

Pasal 33 

 

(1)  Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol 

golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan 

realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Walikota 

dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan dengan 

tembusan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. 

(2) Format laporan pengadaan dan realisasi peredaran 

Minuman Beralkohol dan laporan realisasi penjualan 

Minuman Beralkohol tercantum dalam Lampiran II 

Peraturan Daerah ini. 

 

BAB X 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 34 

 

(1) Badan usaha yang mendistribusikan dan/atau 

memperdagangkan minuman beralkohol yang melanggar 

ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, 

Pasal 33 dikenai sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada       

ayat (1) dilakukan secara bertahap, berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penutupan sementara usaha; 
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c. penutupan usaha;  

d. pencabutan izin usaha; dan 

e. denda administratif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Walikota. 

 

Pasal 35 

 

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat 

pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 

bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 

dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

 

BAB XI 

PENYIDIKAN 

Pasal 36 

 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai 

penyidik tindak pidana di bidang pengendalian peredaran 

minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Wewenang  penyidik  sebagaimana  dimaksud  pada     

ayat (1) adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 

pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan 

tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau badan tentang 

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 

dengan tindak pelanggaran tersebut; 

c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang 

pribadi atau badan sehubungan dengan tindak 

pidana tersebut; 
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d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan 

dokumen-dokumen lain; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 

barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-

dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 

barang bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 

pelaksanaan tugas penyidikan; 

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

pidana; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan 

diperiksa sebagai tersangka/saksi;  

j. menghentikan penyidikan; 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana menurut 

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut 

Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

 

BAB XII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 37 

 

(1) Setiap orang yang mendistribusikan dan/atau 

memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf a, 

dan huruf c dan ayat (2) dikenai sanksi kurungan paling 

lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak                  

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
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(2) Setiap orang yang yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b 

dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-

undangan. 

(3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 

sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda 

paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang 

tidak atau kurang dibayar. 

  

BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 38 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, SIUP-MB 

golongan B dan golongan C untuk pengecer dan/atau penjual 

langsung yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan 

Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 

berakhirnya masa berlaku SIUP-MB. 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 39 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 2/C) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 40 

 

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas 

Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan 

sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 41 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. 

 
Ditetapkan di  M A D I U N 

pada tanggal  11 Juli 2017 

 

WAKIL WALIKOTA MADIUN, 
 

ttd 
                                                                      

H. SUGENG RISMIYANTO 

 
Diundangkan di  M A D I U N 
pada tanggal   11 Juli 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH, 
 

ttd 
 

MAIDI 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017 
NOMOR  2/B 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 

u.b. 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

BUDI WIBOWO, SH 

Pembina 
NIP. 19750117 199602 1 001 

 

 
 

 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :      

119-8/2017 



                                       LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 
NOMOR :  8   TAHUN 2017 

TANGGAL :  11 Juli 2017 
 

 

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A, 

GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C 

 

Golongan A Golongan B Golongan C 

- Shandy 

- Minuman ringan 
beralkohol 

- Bir/Beer 

- Larger 

- Ale 

- Bir hitam/Stout 

- Low Alcohol Wine 

- Minuman beralkohol 

berkarbonasi 

- Anggur Brem Bali 

- Reduced Alcohol 
Wine 

- Anggur/Wine 

- Minuman Fermentasi 
Pancar/ Sparkling 

Wine/ Champagne 
Carbonated Wine 

- Koktail Anggur/ Wine 

Coktail 

- Anggur Tonikum 
Kinina/ Quinine 

Tonic Wine 

- Meat Wine/Beef Wine 

- Malt Wine 

- Anggur Buah/ Fruit 
Wine 

- Anggur Buah 

Apel/Cider 

- Anggur Sari Buah 
Pir/ Perry 

- Anggur Beras/ Sake/ 
Rice Wine 

- Anggur Sari 

Sayuran/ Vegetable 
Wine 

- Honey Wine/Mead 

- Koktail Anggrur/ 
Wine Cocktail 

- Tuak/ Toddy 

- Anggur Brem Bali 

- Minuman Beralkohol 
Beraroma Beras 

Kencur 

- Anggur Ginseng 

 

- Koktail Anggur/ 
Wine Cocktail 

- Brendy/Brandy 

- Brendi Buah/ 
Fruitr Brandy 

- Wiski/Whiskies 

- Rum 

- Gin 

- Geneva 

- Vodka 

- Sopi 
Manis/Liqueurs 

- Cordinal/ Cordials 

- Samsu/Medicated 
Samsu 

- Arak/Arrack 

- Cognac 

- Tequila 

- Aperitif 
 

 
WAKIL WALIKOTA MADIUN, 

 
 

ttd 
 
 

H. SUGENG RISMIYANTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Salinan sesuai dengan aslinya 
 a.n. WALIKOTA MADIUN 

Sekretaris Daerah 

u.b. 
Kepala Bagian Hukum 
 

 
BUDI WIBOWO, SH 

Pembina 

NIP.  19750117 199602 1 001 

 



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 
NOMOR :  8  TAHUN 2017 

TANGGAL :  11 Juli 2017 
 

FORMAT LAPORAN PENGADAAN DAN REALISASI PEREDARAN DAN 

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 
 

 
WAKIL WALIKOTA MADIUN, 

 
ttd 

 
       H. SUGENG RISMIYANTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOP PERUSAHAAN 

Nomor      :                                                                ......................................., 201...... 
Lampiran  : 
Perihal      : 

Kepada Yth. 
Kepala Dinas Perdagangan Kota 
Madiun 
Di 
Tempat 

Triwulan   : 

Tahun       : 

I. KETERANGAN UMUM 

Nama Perusahaan  : 

Alamat   : 

Nomor Telp   : 

Nomor Fax   : 
Nomor dan Tgl.SIUP-MB : 

Jenis Perusahaan : Distributor/Sub Distributor/Pengecer/Penjual 

Langsung 

*) coret yang tidak perlu 
 

II. REALISASI PENGADAAN 

No Jenis Minuman 

Beralkohol 

Dalam Negeri Impor 

Jumlah (liter) Jumlah (liter) Asal Negara 
I. Gol A    
1.     
II. Gol B    
1.     
III. Gol C    
1.     

 
III. REALISASI PENYALURAN 

No Nama Perusahaan Jenis Minuman 

Beralkohol 

Volume/ liter 

I. Gol A   
1.    
II. Gol B   
1.    
III. Gol C   
1.    

 
Demikian  keterangan ini kami buat dengan sebenarnya , dan apabila dikemudian 

hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

............................., .........................201..... 

- Tanda Tangan Penanggung Jawab 

- Nama Penanggung Jawab 

- Jabatan 

- Cap Perusahaan 

TEMBUSAN : 

Yth. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa 

Timur di Surabaya. 

 Salinan sesuai dengan aslinya 
 a.n. WALIKOTA MADIUN 

Sekretaris Daerah 
u.b. 

Kepala Bagian Hukum 

 
 

BUDI WIBOWO, SH 

Pembina 

NIP.  19750117 199602 1 001 

 


